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Pada tahun 1998, Indonesia sedang mengalami kondisi gejolak sosial dalam sejarahnya, yakni 
Reformasi 98. Reformasi 98 ditandai dengan adanya inflasi tinggi dan runtuhnya rezim orde lama yang 
telah berkuasa selama 32 tahun.Perubahan yang signifikan ini berujung pada perubahan aspek politik, 
sosial, budaya, dan ekononomi masyarakat Indonesia. 


Masyarakat Indonesia mengalami ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap korup dan 
otoriter. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, banyak demonstrasi masif yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa, perserikatan buruh dan tani, serta masyarakat yang kecewa akan kinerja buruk rezim orde 
baru.Demonstrasi masif ini kerap berujung dengan tindakan represif aparat kepada para demonstran yang 
mengakibatkan kerugian jiwa dan materil. 


Kondisi ekonomi masa Reformasi 98 sangat buruk. Puncak inflasi tertinggi menyentuh angka 
77,63% dan depresiasi mata uang rupiah akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar dan jumlah 
pengangguran konjungtur semakin meningkat pesat kondisi ekonomi yang buruk ini berdampak pada 
penurunan taraf hidup masyarakat , dan naiknya kebutuhan pokok. 


Perubahan sosial juga terjadi dengan munculya dogma identitas sosial baru di kalangan 
masyarakat seperti identitas masyarakat madani dan identitas masyarakat tionghoa pasca Reformasi. 
Masyarakat madani menginginkan taraf hidup yang demokratis, bebas berpendapat dan berekspresi. 
Transparan, perbaikan birokrasi pemerintah, dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam perpolitikan. 
Gerakan ini berlandaskan keadilan.keterbukaan, dan kebebasan, serta penekanan peran masyarakat 
dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan sedangkan masyarakat tionghoa pasca Reformasi 
mengalami perubahan identitas sosial mereka, pada masa orde baru, masyarakat tionghoa cenderung 
mengalami diskriminasi keagamaan oleh pemerintah namun pada masa pasca Reformasi abdurahman 
wahid memutuskan kebijakan yang memberikan ruang hidup lebih kepada para masyarakat tionghoa 
seperti diperbolehkan merayakan hari raya tionghoa.Kebijakan publik pemerintah Indonesia juga 
berangsur-angsur berubah seperti memperkenalkan kebijakan pemilihan umum langsung dan terbuka yang 
pro-demokrasi sedangkan di bidang ekonomi pemerintah memperkenalkan kebijakan liberalisasi ekonomi 
dan membuka investasi asing ke Indonesia. 


Dampak negatif dari reformasi 98, sala satunya adalah meningkatnya tingkat kekerasan dan 
kriminalitas. Saat puncak reformasi 98 terjadi banyak kasus pemerkosaan, penjarahan, pembakaran, dan 
pengrusakan toko-toko tionghoa, kondisi tidak stabil ini membuat masyarakat merasa takut dan cenderung 
cemas terutama diwilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Selain itu, Reformasi 98 juga 
membawa konsekuensi sosial dan politik yang lebih jangka panjang. Salah satu konsekuensi tersebut 
adalah adanya fragmentasi politik dan munculnya kekuatan-kekuatan lokal yang lebih kuat. Kekuatan lokal 
ini seringkali tidak terkoordinasi dengan baik dengan kekuatan pusat, yang dapat memunculkan konflik 
politik dan ketidakstabilan. 


Reformasi 98 juga membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak 
positifnya adalah terbukanya ruang demokrasi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia mulai aktif 
melibatkan diri dalam kegiatan politik dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat 
dalam politik ini mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap 


kebutuhan rakyat. Saat Reformasi 98 terjadi, teknologi informasi mulai berkembang pesat, yang membuka 
peluang baru bagi masyarakat Indonesia untuk terhubung dengan dunia luar. Koneksi internet mulai 
tersedia, dan masyarakat Indonesia mulai terhubung dengan masyarakat dunia dan mendapatkan akses 
ke informasi yang lebih luas. 


Dampak positif yang dihasilkan oleh Reformasi 98 tidak terjadi dengan sendirinya. Perjuangan 
keras masyarakat dan kelompok-kelompok aktivis yang gigih memperjuangkan perubahan adalah kunci 
terjadinya Reformasi 98. Banyak kelompok masyarakat yang berjuang untuk hak-hak mereka, seperti 
kelompok buruh, petani, mahasiswa, dan kelompok-kelompok perempuan. 


Dalam konteks ini, Reformasi 98 membawa konsekuensi yang beragam bagi masyarakat 
Indonesia. Di satu sisi, Reformasi 98 membawa perubahan positif, seperti terbukanya ruang demokrasi dan 
kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain, Reformasi 98 juga membawa dampak negatif, seperti 
meningkatnya tingkat kekerasan dan kriminalitas serta fragmentasi politik yang lebih kuat. 


Dalam bukunya "The Sociology of Social Change", Piotr Sztompka membahas enam elemen 
perubahan sosial, yaitu konflik, inovasi, difusi, modernisasi, akomodasi, dan proses adaptasi. Dalam 
konteks Reformasi 98 di Indonesia, keenam elemen tersebut dapat dilihat sebagai faktor utama dalam 
mendorong perubahan sosial yang signifikan di negara tersebut. 


1. Konflik 


Konflik dalam perubahan sosial Reformasi 98 terjadi antara gerakan Reformasi dan pemerintah Orde Baru. 
Gerakan Reformasi menuntut perubahan sosial yang lebih demokratis dan transparan, sedangkan 
pemerintah Orde Baru menolak tuntutan ini dan menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan 
status guo. Konflik ini mencapai puncaknya pada Mei 1998, ketika kerusuhan dan kekerasan antara massa 
dan aparat keamanan terjadi di seluruh Indonesia. 


2. Inovasi 


Inovasi dalam perubahan sosial Reformasi 98 terjadi ketika gerakan Reformasi memperkenalkan gagasan- 
gagasan baru tentang demokrasi, transparansi, dan hak asasi manusia. Gerakan Reformasi menggunakan 
media massa dan internet untuk menyebarkan ide-ide baru ini, dan pada akhirnya berhasil menarik 
dukungan dari masyarakat Indonesia secara luas. Contoh inovasi dalam perubahan sosial Reformasi 98 
adalah munculnya gerakan "Reformasi Total", yang menuntut perubahan sosial yang lebih radikal dan 
melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia. 


3. Difusi 


Difusi dalam perubahan sosial Reformasi 98 terjadi ketika gagasan-gagasan baru tentang demokrasi dan 
hak asasi manusia menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Gerakan Reformasi menggunakan media 
massa dan internet untuk menyebarkan ide-ide baru ini, dan pada akhirnya berhasil menarik dukungan dari 
masyarakat Indonesia secara luas. Contoh difusi dalam perubahan sosial Reformasi 98 adalah munculnya 
gerakan-gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia yang mendukung tuntutan Reformasi. 


4. Modernisasi 


Modernisasi dalam perubahan sosial Reformasi 98 terjadi ketika gerakan Reformasi menuntut perubahan 
dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Gerakan Reformasi menuntut perubahan dalam sistem politik 
yang lebih demokratis dan transparan, serta perubahan dalam sistem ekonomi yang lebih inklusif dan 
berkeadilan. Tuntutan-tuntutan ini berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia dan 
memaksa pemerintah Orde Baru untuk melakukan Reformasi. Contoh modernisasi dalam perubahan sosial 
Reformasi 98 adalah munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. 


5. Akomodasi 


Akomodasi dalam perubahan sosial Reformasi 98 terjadi ketika pemerintah Orde Baru mulai 
mengakomodasi tuntutan Reformasi yang diajukan oleh gerakan Reformasi. Pemerintah mulai membuka 
ruang demokrasi dan kebe basan dalam sistem politik, serta melakukan Reformasi dalam sistem ekonomi 
dan hukum. Contoh akomodasi dalam perubahan sosial Reformasi 98 adalah mundurnya Presiden 


Soeharto pada Mei 1998, dan dilantiknya B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang baru. Selain itu, 
pemerintah Habibie juga melakukan Reformasi kebijakan ekonomi dengan membuka pasar untuk investasi 
asing dan memberikan insentif bagi pengusaha lokal. 


6. Proses Adaptasi 


Proses adaptasi dalam perubahan sosial Reformasi 98 terjadi ketika masyarakat Indonesia beradaptasi 
dengan perubahan sosial yang terjadi di negaranya. Masyarakat mulai mengubah cara berpikir dan 
bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang lebih kritis terhadap 
pemerintah dan lebih mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Contoh proses adaptasi dalam 
perubahan sosial Reformasi 98 adalah munculnya berbagai gerakan sosial yang mendukung tuntutan 
Reformasi, seperti gerakan hak asasi manusia, gerakan lingkungan, dan gerakan anti-korupsi. 


Dalam konteks Reformasi 98 di Indonesia, keenam elemen perubahan sosial yang dijelaskan oleh Piotr 
Sztompka dapat dilihat sebagai faktor-faktor utama yang memicu perubahan sosial yang signifikan di 
negara tersebut. Konflik antara gerakan Reformasi dan pemerintah Orde Baru, inovasi dalam gagasan- 
gagasan baru tentang demokrasi dan hak asasi manusia, difusi dari gagasan-gagasan ini ke seluruh 
masyarakat Indonesia, modernisasi dalam sistem politik dan ekonomi, akomodasi dari pemerintah 
terhadap tuntutan Reformasi, dan proses adaptasi masyarakat Indonesia terhadap perubahan sosial ini, 
semuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 
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